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Ringkasan APBN 2015 Bagian I
 Nota Keuangan dan APBN 2015 I-1
 RINGKASAN APBN TAHUN 2015
 1. PendahuluanPemerintah dengan dukungan segenap komponen bangsa senantiasa berkomitmen untuk menjalankan amanat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam implementasinya, komitmen tersebut tercermin pada program pembangunan yang dilakukan dalam berbagai tahapan, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek (tahunan). Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menyusun kerangka rencana pembangunan untuk masing-masing tahapan, yang memuat rencana program, kebijakan, beserta target dan sasaran yang akan dicapai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945. Untuk itu dibutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda pembangunan yang disusun sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih.
 Dalam periode 2005—2013 sebagai bagian dari pelaksanaan RPJPN 2005—2025, berbagai indikator kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Dalam periode tersebut, pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata 5,8 persen per tahun sehingga menimbulkan konsekuensi positif bagi perkembangan pendapatan per kapita, yang meningkat dari Rp11,0 juta per tahun pada tahun 2005 menjadi Rp36,5 juta per tahun pada tahun 2013. Sejalan dengan kondisi tersebut, berbagai indikator lain juga menunjukkan perbaikan seperti tingkat kemiskinan menurun dari 15,97 persen menjadi 11,46 persen, dan tingkat pengangguran menurun dari 11,24 persen menjadi 6,17 persen. Berbagai perkembangan tersebut dicapai sejalan dengan ditempuhnya berbagai kebijakan dan perkembangan di bidang pengelolaan APBN. Dalam periode tersebut, seiring dengan ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang perpajakan, pendapatan negara mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,3 persen dari Rp495,2 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp1.438,9 triliun dalam tahun 2013. Sementara itu, sejalan dengan ditempuhnya upaya peningkatan kualitas belanja negara, besaran belanja negara mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 15,8 persen dari sebesar Rp509,6 triliun dalam tahun 2005 menjadi Rp1.650,6 triliun dalam tahun 2013. Selanjutnya, sejalan dengan terjaganya defisit APBN di bawah 2,0 persen dari tahun ke tahun, rasio utang Pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan secara signifikan dalam periode tersebut, yaitu dari 47,3 persen menjadi 26,2 persen.
 Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015—2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009—2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Page 3
                        
                        

Ringkasan APBN 2015Bagian I
 Nota Keuangan dan APBN 2015I-2
 Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN Economic Community (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015. Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial.
 Dengan memperhatikan capaian-capaian RPJMN tahap kedua 2009—2014, keberlanjutan RKP 2014, berbagai tantangan ekonomi global dan domestik yang diperkirakan akan dihadapi, serta fokus utama dari RPJMN ketiga 2015—2019, maka tema RKP 2015 adalah “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”. Sebagai penjabaran Tema RKP 2015 tersebut, diidentifikasi 25 isu strategis yang akan menjadi fokus dan dinilai mempunyai daya ungkit yang tinggi terhadap perekonomian dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
 Langkah berikutnya, Tema RKP 2015 dan berbagai isu strategis yang akan menjadi fokus tersebut, pencapaiannya antara lain harus diterjemahkan dalam profil APBN 2015. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 23 Undang–Undang Dasar 1945 Amendemen Keempat, yang menyatakan bahwa APBN adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, proses serta mekanisme penyiapan, penyusunan, dan pembahasan, dam penetapan RAPBN menjadi APBN tahun 2015 mengacu pada Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, penyusunan rancangan APBN tahun 2015 mengacu pada RKP tahun 2015 dan kesepakatan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2015 antara Pemerintah dengan DPR RI.
 Sebagai konsekuensi dari berbagai kondisi tersebut, dalam APBN 2015 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif, dan komprehensif, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan menjaga kesinambungan/keberlanjutan program-program pembangunan beserta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan fiskal yang akan ditempuh diupayakan mampu menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi, baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Beberapa tantangan tersebut di antaranya: (1) pencapaian target penerimaan perpajakan yang berpotensi terpengaruh oleh melambatnya pertumbuhan investasi, serta pertumbuhan ekspor dan impor; (2) penerimaan SDA migas yang berpotensi terpengaruh negatif oleh fluktuasi lifting migas dan perkembangan harga Indonesia Crude Oil Price (ICP); (3) meningkatnya belanja wajib sebagai dampak dari adanya pengkaplingan anggaran belanja untuk bidang-bidang tertentu sehingga membatasi ruang gerak fiskal Pemerintah; (4) rendahnya potensi belanja infrastruktur sebagai akibat masih relatif besarnya beban subsidi energi yang juga dapat berdampak pada kesinambungan fiskal; dan (5) belum optimalnya penyerapan anggaran yang berpotensi membatasi penciptaan nilai tambah yang diharapkan. Selain itu, kebijakan fiskal harus dijalankan secara bersinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta secara bersinergi dengan kebijakan sektor keuangan, dan sektor riil. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema kebijakan fiskal yang digunakan dalam tahun 2015 adalah ”Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan”.
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 Berdasarkan tantangan dan tema tersebut, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. Secara umum upaya mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dilakukan melalui tiga langkah utama sebagai berikut. Pertama, pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja. Kedua, pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif. Ketiga, pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur. Kebijakan fiskal dalam tahun 2015 tersebut, selanjutnya akan dituangkan ke dalam kebijakan dan alokasi APBN tahun 2015.
 APBN tahun 2015 memiliki posisi yang unik dan sangat penting, mengingat disusun pada tahun transisi Pemerintahan, baik dari sisi mengantarkan proses pergantian Pemerintahan maupun dalam pencapaian agenda pembangunan nasional RPJMN 2015—2019. Dari sisi mengantarkan proses pergantian Pemerintahan, APBN tahun 2015 bersifat baseline budget, dalam arti baru mengalokasikan anggaran belanja Kementerian negara/lembaga (K/L) yang hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga memberi ruang gerak bagi pemerintahan baru hasil Pemilu tahun 2014 untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan platform, visi, dan misi yang direncanakan. Dengan demikian, untuk memberikan ruang gerak yang cukup dengan tetap memperhatikan kesinambungan fiskal, target defisit dalam APBN 2015 tetap dijaga pada batas yang aman. Sementara itu, dari sisi pencapaian agenda nasional, APBN tahun 2015 dirancang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 yang merupakan RKP tahun pertama dalam RPJMN 2015—2019, yang juga memberikan ruang gerak bagi Pemerintahan hasil Pemilu 2014 untuk melakukan penyesuaian.
 Selain itu, APBN tahun 2015 juga merupakan tahun pertama pemberlakukan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengharuskan alokasi dana desa sebesar 10 persen dari alokasi transfer ke daerah. Untuk tahun 2015, pengalokasian dana desa dilakukan melalui realokasi dana PNPM berbasis desa yang berasal dari belanja kementerian negara/lembaga. Alokasi dana desa tersebut diharapkan dapat membawa dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memperkuat upaya Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang makin merata.
 Tahun 2015 merupakan momentum untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan penganggaran.Terkait dengan keterbatasan ruang fiskal, yang disebabkan oleh tingginya proporsi belanja negara yang dialokasikan untuk belanja wajib, seperti pembayaran bunga utang dan subsidi, masih perlu dilakukan langkah-langkah terobosan terkait optimalisasi pendapatan negara dan efisiensi belanja negara untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal, serta memberikan ruang gerak yang lebih leluasa agar Pemerintah bisa melakukan intervensi dalam menghadapi tantangan pembangunan. Terkait dengan penyerapan anggaran yang belum optimal dan pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun, Pemerintah perlu terus berupaya mengembangkan sistem penganggaran terintegrasi, dimulai dari proses pengalokasian hingga
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 pencairan yang diharapkan dapat menyederhanakan proses bisnis, serta dengan melakukan proses penyerahan dokumen anggaran sebelum dimulainya tahun anggaran.
 Upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi fiskal yang sehat dan berkelanjutan terus dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas APBN, penciptaan iklim investasi yang kondusif namun juga ramah terhadap lingkungan, penguatan fiscal buffer, serta pengelolaan keuangan negara yang fleksibel dan bijak. Sama pentingnya dengan itu, perumusan kebijakan fiskal juga senantiasa mempertimbangkan harmonisasi dan keseimbangan antara upaya pemenuhan pelayanan publik, percepatan pencapaian target-target pembangunan nasional, dan peningkatan perlindungan sosial.
 Sejalan dengan perkembangan berbagai kondisi tersebut, baik ekonomi makro domestik dan internasional, kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara, berbagai target pembangunan, dan berbagai tantangan yang mungkin dihadapi, secara ringkas APBN 2015 mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.039,5 triliun atau 18,3 persen terhadap PDB, yang didanai dari pendapatan negara dan hibah sebesar Rp1.793,6 triliun atau 16,1 persen terhadap PDB dan pembiayaan anggaran sebesar Rp245,9 triliun atau 2,2 persen terhadap PDB.
 Melalui kerja keras, upaya yang sungguh-sungguh, dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah, serta didukung oleh seluruh komponen bangsa, APBN 2015 diharapkan akan semakin efektif dan berperan dalam pencapaian upaya untuk memakmurkan rakyat dan memajukan kehidupan bangsa. Di samping itu, peran serta lembaga-lembaga pengawasan dan pemeriksaan keuangan negara, seperti BPK, BPKP, dan aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) diperlukan untuk terus mengawasi perencanaan dan penggunaan anggaran negara, agar lebih efisien dan efektif, baik di pusat maupun di daerah.
 2. Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2015Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, perekonomian Indonesia tentu tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh kondisi perekonomian dunia. Pada tahun 2015, perekonomian dunia diproyeksi akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2014 terutama akan didorong oleh perekonomina di negara maju. Berbagai kebijakan dan stimulus ekonomi yang telah dilakukan selama ini telah berhasil mengurangi kerentanan perekonomian di negara maju. Di samping itu, defisit transaksi berjalan khususnya di negara-negara emerging market yang sempat memburuk pada tahun 2013 mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Meskipun demikian, pada tahun 2015, perekonomian global diperkirakan akan menghadapi beberapa tantangan antara lain yaitu rencana kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang berpotensi memberikan gejolak pada pasar keuangan dan perlambatan kinerja perekonomian di Tiongkok. Kedua faktor tersebut diperkirakan akan mempengaruhi akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi domestik, stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik serta terpilihnya pemerintahan yang baru secara demokrasi merupakan faktor pendorong akselerasi perekonomian nasional.
 Dengan memperhatikan perkembangan terkini dan proyeksi perekonomian global dan domestik ke depan, maka asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai basis perhitungan RAPBN tahun 2015. Pertama, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 diperkirakan dapat mencapai 5,8 persen. Kedua, inflasi pada tahun 2015 diperkirakan terkendali pada kisaran 4,4 persen. Ketiga, rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak stabil pada kisaran Rp11.900
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 per dolar Amerika Serikat. Keempat, suku bunga SPN 3 bulan diperkirkan 6,0 persen. Kelima, harga minyak mentah Indonesia 105 US$ per barel. Keenam, lifting minyak mentah 900 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.248 ribu barel setara minyak per hari.
 3. Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2015APBN tahun 2015 disusun dengan tema: “Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.” Untuk itu, strategi kebijakan fiskal diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional. Langkah-langkah tersebut akan dilakukan melalui: (1) optimalisasi pendapatan negara, (2) peningkatan kualitas belanja negara, (3) pengendalian defisit, dan (4) pengendalian utang.
 Dalam kaitannya dengan optimalisasi pendapatan negara, kebijakan pendapatan negara terutama akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional dan peningkatan daya saing serta nilai tambah. Langkah-langkah yang ditempuh dalam kebijakan penerimaan perpajakan antara lain penyempurnaan peraturan, ekstensifikasi dan intensifikasi, dan penggalian potensi penerimaan perpajakan secara sektoral; penyesuaian kebijakan kepabeanan dan pajak penghasilan; pemberian insentif fiskal; penerapan kebijakan hilirisasi pada sektor/komoditas tertentu, serta penyesuaian tarif cukai hasil tembakau. Sementara itu, kebijakan optimalisasi PNBP meliputi optimalisasi penerimaan minyak bumi dan gas bumi dengan menahan laju penurunan alamiah lifting migas dan pengendalian cost recovery, peningkatan tarif iuran produksi/royalti mineral dan batubara, pemberlakuan pajak penghasilan ditanggung pemerintah (PPh DTP) bagi pengusaha panas bumi yang izin atau kontraknya ditandatangani sebelum ditetapkannya UU Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, optimalisasi pay out ratio dividen BUMN dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan masing-masing BUMN, intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang PNBP, pemanfaatan online system dalam penyetoran PNBP melalui sistem informasi PNBP online (SIMPONI), serta penyempurnaan peraturan di bidang PNBP lainnya dan badan layanan umum (BLU).
 Strategi kebijakan anggaran belanja Pemerintah Pusat dalam APBN tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, diarahkan sejalan dengan misi dan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kedua, mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif melalui peningkatan kualitas pelaksanaan program reformasi birokrasi pada K/L dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Ketiga, mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang berkelanjutan, antara lain dengan pembangunan konektivitas nasional, penguatan program perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, serta peningkatan kapasitas Iptek dan peningkatan daya saing. Keempat, mendukung percepatan pencapaian minimum essential force (MEF) sesuai dengan kemampuan keuangan negara dengan lebih memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Kelima, meningkatkan efektivitas kebijakan anggaran subsidi melalui pengendalian besaran subsidi, baik subsidi energi maupun subsidi non-energi. Keenam, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan melakukan mitigasi terhadap potensi bencana serta adaptasi terhadap dampak bencana terkini dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan, air dan energi. Ketujuh, meningkatkan dan memperluas akses pendidikan yang berkualitas. Kedelapan, meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional di bidang
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 kesehatan dan ketenagakerjaan. Kesembilan, mengantisipasi ketidakpastian perekonomian global melalui dukungan cadangan risiko fiskal.
 Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2015–2019 yang di dalamnya terdapat beberapa perubahan mendasar terkait kebijakan anggaran transfer ke daerah, di antaranya diberikannya dana desa dan perubahan postur transfer ke daerah. Jika pada tahun sebelumnya hanya menggunakan nomenklatur Transfer ke Daerah, tahun 2015 dipergunakan nomenklatur baru yaitu Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Hal ini merupakan implikasi atas ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, selain transfer ke daerah, mulai tahun 2015, kepada Daerah yang memiliki desa dalam struktur kepemerintahannya juga akan mendapatkan alokasi dari APBN berupa dana desa.
 Secara ringkas, arah kebijakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa pada tahun 2015 adalah sebagai berikut. Pertama, meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kedua, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah. Ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Keempat, memprioritaskan penyediaan pelayanan dasar di daerah tertinggal, terluar, terpencil, terdepan, dan pasca bencana. Kelima, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar. Keenam, mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ketujuh, meningkatkan kualitas pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa dengan tetap memperhatikan akuntabilitas dan transparansi. Kedelapan, meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi transfer ke daerah dan dana desa. Kesembilan, mengalokasikan Dana Desa kepada kabupaten/kota sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis melalui mekanisme transfer.
 Kebijakan umum pembiayaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah diarahkan pada beberapa kebijakan utama, antara lain: pertama, mengendalikan rasio utang terhadap PDB. Kedua, mengutamakan pembiayaan utang yang bersumber dari dalam negeri. Ketiga, mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, antara lain melalui penerbitan sukuk yang berbasis proyek. Keempat, memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif utamanya untuk bidang infrastruktur dan energi, dan mempertahankan kebijakan negative net flow. Kelima, mengalokasikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kapasitas usaha BUMN. Keenam, mengalokasikan dana PMN kepada organisasi/lembaga keuangan internasional dan badan usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan modal. Ketujuh, mengalokasikan dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM) berupa penguatan modal.
 4. Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015Tahun 2015 merupakan awal dimulainya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga, tahun 2015-2019. RPJMN tahun 2015-2019 sebagai basis penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015 baru akan ditetapkan oleh Pemerintah hasil Pemilihan
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 Presiden tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN tahun 2005-2025, dalam rangka menjaga kesinambungan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun RKP yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBN tahun pertama periode pemerintahan Presiden berikutnya. Menyikapi hal tersebut, telah disusun RKP tahun 2015 dengan mengacu pada kerangka teknokratik RPJMN tahun 2015-2019 sesuai pentahapan pembangunan jangka menengah ketiga pada RPJPN 2005-2025, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN tahun 2015, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 RKP tahun 2015 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2015 selain memperhatikan perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini program-program pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tema RKP tahun 2015 ditetapkan: “Melanjutkan Reformasi Pembangunan Bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan”.
 Selanjutnya, beberapa sasaran yang akan dicapai dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk masing-masing isu strategis dalam tahun 2015, dijabarkan sebagai berikut.
 Sasaran pada isu strategis pengendalian jumlah penduduk adalah menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total sebesar 2,37 persen, dengan arah kebijakan antara lain berupa: (1) pembinaan akseptor, peningkatan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang yang difokuskan pada sasaran kelompok khusus, dan (2) peningkatan intensitas pelayanan KB secara statis di wilayah perkotaan dan secara mobile di wilayah sulit.
 Isu strategis reformasi pembangunan kesehatan difokuskan untuk mencapai sasaran antara lain: (1) meningkatnya kepesertaan jaminan kesehatan nasional; (2) meningkatnya jumlah Puskesmas, rumah sakit, dan klinik mandiri yang bekerja sama dengan badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS); (3) meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan; dan (4) meningkatnya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap. Sasaran tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) penyempurnaan strategi perluasan kepesertaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN); (2) peningkatan kerja sama BPJS Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan nonpemerintah; (3) peningkatan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan; dan (4) peningkatan sistem pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN) yang mendorong upaya kesehatan ibu dan anak.
 Sasaran pada isu strategis reformasi pembangunan pendidikan adalah meningkatnya taraf pendidikan penduduk, dengan arah kebijakan antara lain: (1) peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata; dan (2) peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU). Sementara itu, isu strategis sinergi percepatan penanggulangan kemiskinan difokuskan untuk mencapai sasaran menurunnya angka kemiskinan sebesar 9-10 persen, dengan arah kebijakan antara lain: (1) penyempurnaan dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; (2) peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan miskin; dan (3) penguatan pengembangan penghidupan berkelanjutan berbasis pemberdayaan masyarakat.
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 Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis transformasi sektor industri dalam arti luas antara lain: (1) industri pengolahan ditargetkan tumbuh sebesar 5,5-6,0 persen; serta peningkatan rasio ekspor jasa terhadap PDB sebesar 3,1 persen; (2) meningkatnya kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap PDB; (3) Pertumbuhan ekspor barang nonmigas sebesar 6,5 persen, dan (4) pertumbuhan investasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 4,7-6,1 persen. Sasaran tersebut akan dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) peningkatan daya saing dan produktivitas industri; (2) pengembangan daerah tujuan wisata; (3) peningkatan fasilitasi ekspor untuk produk nonmigas yang bernilai tambah lebih tinggi serta mendorong ekspor jasa yang kompetitif di pasar internasional; dan (4) menciptakan iklim investasi dan iklim usaha di tingkat pusat dan daerah yang lebih berdaya saing.
 Isu strategis peningkatan daya saing tenaga kerja difokuskan untuk mencapai sasaran antara lain: (1) memfasilitasi seluruh elemen bangsa agar dapat berkompetisi dalam pasar tenaga kerja; dan (2) meningkatkan jumlah dan rasio tenaga kerja yang kompeten dan profesional yang bisa beradaptasi dalam lingkungan kerja. Untuk mencapai berbagai sasaran tersebut, arah kebijakan akan diarahkan antara lain pada: (1) mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha; dan (2) harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerja sama lintas sektor dan lintas negara mitra bisnis. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan daya saing KUMKM dan Koperasi antara lain: (1) meningkatnya kontribusi KUMKM dalam perekonomian; dan (2) meningkatnya daya saing KUMKM, dengan arah kebijakan antara lain berupa: (1) peningkatan kompetensi sumber daya manusia KUMKM; dan (2) perluasan akses KUMKM ke pembiayaan.
 Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan efisiensi sistem logistik dan distribusi antara lain: (1) menurunkan rasio biaya logistik nasional terhadap PDB; dan (2) terjaganya stabilitas harga, khususnya kebutuhan pokok, antarwilayah dan antarwaktu, dengan kebijakan yang diarahkan antara lain pada: (1) peningkatan efisiensi jalur distribusi bahan pokok dan strategis; dan (2) penurunan waktu dan biaya logistik pelabuhan.
 Isu strategis reformasi keuangan negara akan diarahkan untuk pencapaian sasaran meningkatnya penerimaan negara dan meningkatnya kualitas belanja negara melalui pelaksanaan kebijakan antara lain: (1) tranformasi kelembagaan perpajakan dan cukai; (2) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pajak; dan (3) sinergi perencanaan dan penganggaran serta pemantapan pelaksanaan anggaran.
 Isu strategis peningkatan kapasitas Iptek akan difokuskan pada pencapaian sasaran berupa meningkatnya kapasitas Iptek nasional untuk mendukung peningkatan daya saing sektor produksi barang/jasa, melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan antara lain: (1) penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan (2) pembangunan Iptek untuk pemanfaatan sumber daya hayati. Sementara itu, sasaran yang akan dicapai pada isu strategis peningkatan ketahanan air, antara lain: (1) peningkatan ketahanan air pada 36 daerah aliran sungai (DAS) prioritas nasional; dan (2) meningkatkan kapasitas tampung air sebesar 58,5 juta m3, melalui arah kebijakan antara lain berupa: (1) DAS melalui rehabilitasi hutan dalam lingkup kesatuan pengelolaan hutan (KPH); dan (2) melanjutkan pembangunan waduk/embung/situ serta penanganan danau prioritas secara berkelanjutan.
 Sasaran yang akan dicapai pada isu strategis penguatan konektivitas nasional, antara lain: (1) tersusunnya sistem transportasi massal perkotaan nasional; (2) terwujudnya rencana percepatan tujuh kawasan strategis nasional; (3) meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana
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 transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas psarana transportasi dan prasarana transportasi; dan (4) terlaksananya pengembangan sistem angkutan umum bus rapid transit (BRT) di 16 kota besar. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui arah kebijakan antara lain berupa: (1) memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marginal; (2) pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi serta kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara); (3) mendorong industri nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana; dan (4) pengembangan transportasi massal berbasis rel di kota Jakarta dan Surabaya.
 Isu strategis peningkatan ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar akan diarahkan pada pencapaian sasaran berupa: (1) peningkatan rasio elektrifikasi menjadi 83,18 persen; (2) meningkatnya fasilitasi penyediaan baru hunian layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 20.000 unit; (3) meningkatnya fasilitasi peningkatan kualitas hunian untuk 64.850 unit; (4) terbangunnya infrastruktur air limbah di 764 kawasan, infrastruktur drainase perkotaan di 53 kabupaten/kota, infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 41 kabupaten/kota, dan infrastruktur tempat pengolah sampah terpadu di 127 kawasan; serta (5) terbangunnya sistem penyediaan air minum (SPAM) di 487 kawasan MBR, 159 ibukota Kecamatan, 1.733 desa, 79 kawasan khusus dan 6 regional. Sasaran tersebut dicapai melalui arah kebijakan antara lain berupa : (1) meningkatkan jangkauan dan kehandalan infrastruktur ketenagalistrikan melalui pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, jaringan distribusi, serta gardu induk dan distribusi; (2) peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau khususnya bagi MBR; dan (3) penyediaan akses universal air minum dan sanitasi melalui penjaminan ketahanan sumber daya air domestik, penyediaan infrastruktur produktif, penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.
 Selanjutnya, sasaran pada isu strategis konsolidasi demokrasi adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang akan dicapai melalui pelaksanaan arah kebijakan antara lain: (1) meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil; (2) meningkatkan pemenuhan hak dan kewajiban politik rakyat; dan (3) meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik.
 Sementara itu, sasaran strategis percepatan pembangunan MEF dengan pemberdayaan industri pertahanan adalah terpenuhinya alutsista TNI yang didukung industri pertahanan, yang akan dicapai melalui arah kebijakan antara lain: (1) melanjutkan pemenuhan MEF; dan (2) meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan (harwat). Sasaran yang ingin dicapai pada isu strategis peningkatan ketertiban dan keamanan dalam negeri antara lain: (1) meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri; dan (2) menguatnya intelijen, melalui kebijakan yang diarahkan antara lain pada: (1) penguatan SDM; dan (2) pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi peralatan intelijen negara.
 Isu strategis reformasi birokrasi dan penguatan kapasitas kelembagaan publik difokuskan pada pencapaian sasaran antara lain: (1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (2) terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif; serta (3) meningkatnya kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, sasaran pada isu strategis pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah terwujudnya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif, melalui arah kebijakan antara lain: (1) meningkatnya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi; dan (2) meningkatkan pencegahan tindak pidanan korupsi.
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 Sasaran pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan antara lain: (1) meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata 7,15 persen; (2) berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 15,86 persen pada tahun 2015; (3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi rata-rata 70,48 pada tahun 2015; (4) berkembangnya 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara. Pencapaian sasaran tersebut akan diupayakan melalui arah kebijakan antara lain: (1) pemenuhan kebutuhan pelayanan publik dasar dan mengoptimalkan pengembangan perekonomian masyarakat; (2) membangun konektivitas simpul transportasi utama PKSN dengan lokasi prioritas (kecamatan sekitarnya), Pusat Kegiatan Wilayah, serta Pusat Kegiatan Nasional. Sementara itu, sasaran pokok isu strategis pengelolaan risiko bencana antara lain adalah terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah, melalui kebijakan yang diarahkan antara lain pada: (1) penguatan penanggulangan bencana di pusat dan daerah; dan (2) integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan.
 Sasaran sinergi pembangunan perdesaan salah satunya adalah berkurangnya desa tertinggal menjadi 24 persen pada tahun 2015, melalui arah kebijakan antara lain berupa: (1) menekan tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi di pedesaan; dan (2) meningkatkan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. Selanjutnya, sasaran yang akan dicapai dalam rangka perkuatan ketahanan pangan antara lain: (1) terwujudnya peningkatan produksi bahan pangan utama, antara lain melalui arah kebijakan sebagai berikut: (1) peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein; dan (2) peningkatan kelancaran distribusi pangan dan penguatan stok pangan dalam negeri. Sementara itu, sasaran utama isu strategis peningkatan ketahanan energi yang ingin dicapai antara lain: (1) produksi minyak bumi sebesar 900 ribu barel per hari; dan (2) bauran energi baru dan terbarukan (EBT) sebesar 6 persen, melalui arah kebijakan antara lain: (1) peningkatan cadangan, pasokan energi primer dan bahan bakar; dan (2) peningkatan peranan EBT di dalam bauran energi.
 Sasaran yang akan dicapai dalam rangka percepatan pembangunan kelautan antara lain: (1) tercapainya pemanfaatan keekonomian dari potensi pulau-pulau kecil yang optimal; (2) tersusunnya rencana aksi tata kelola, zonasi, dan meningkatnya pengamanan wilayah yuridiksi; dan (3) meningkatnya konektivitas laut dan industri maritim. Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan antara lain berupa: (1) pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau kecil terluar/terdepan; (2) peningkatan tata kelola dan pengamanan wilayah yuridiksi serta batas laut Indonesia; (3) peningkatan, pemulihan, pengamanan kawasan pesisir dan konservasi perairan; (4) penguatan konektivitas laut dan industri maritim; dan (5) peningkatan tata kelola kelautan, SDM, dan inovasi Iptek kelautan. Sementara itu, isu strategis peningkatan perekonomian keanekaragaman hayati dan kualitas lingkungan hidup akan difokuskan untuk pencapaian sasaran antara lain: (1) terlaksananya pelestarian keanekaragaman hayati pada kawasan lindung, agro-ekosistem dan kawasan nonlindung/produksi; (2) terlaksananya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan untuk kegiatan ekonomi; (3) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, yang tercermin di dalam indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 64,5; dan (4) menguatnya upaya penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi) dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim, melalui pelaksanaan kebijakan yang diarahkan pada: (1) pengembangan upaya konservasi dan rehabilitasi keanekaragaman hayati (hutan, pertanian, laut dan pesisir), karst (in-situ dan ex-situ), dan pengetahuan tradisional;
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 (2) pengembangan kebijakan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati yang bernilai tambah; (3) pengendalian pencemaran lingkungan dan pemulihan kawasan ekosistem rusak; dan (4) penguatan perubahan iklim dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim.
 5. Ringkasan Postur APBN Tahun 2015Postur APBN tahun 2015 disusun dengan menggunakan kaidah ekonomi publik yang terdiri atas pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada tahun 2015, besaran pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.793.588,9 miliar, naik 7,8 persen dari targetnya pada APBNP tahun 2014. Dari total pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai Rp1.379.991,6 miliar atau naik 10,0 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014 dan penerimaan perpajakan ini merupakan 77,0 persen dari total pendapatan negara. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) direncanakan mencapai Rp410.341,0 miliar, naik 0,3 persen dari targetnya dalam APBNP tahun 2014.
 Di lain pihak, besaran anggaran belanja negara untuk tahun 2015 direncanakan sebesar Rp2.039.483,6 miliar, naik 8,7 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2014. Dari total anggaran belanja negara tersebut, belanja Pemerintah Pusat mengambil porsi sebesar Rp1.392.442,3 miliar serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp647.041,3 miliar. Kedua jenis belanja tersebut mengalami kenaikan masing-masing sebesar 8,7 persen dan 8,5 persen dari pagunya pada APBNP tahun 2014.
 Dalam struktur APBN yang berlaku saat ini, belanja Pemerintah Pusat menurut klasifikasi dikelompokan menjadi 11 fungsi. Dalam APBN tahun 2015, belanja Pemerintah Pusat masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, yaitu sebesar 64 persen dari total anggaran belanja Pemerintah Pusat, dan sisanya sebesar 36 persen tersebar pada fungsi-fungsi lainnya. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah untuk menjamin kualitas dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, yang di antaranya terdiri atas pemberian subsidi, pembayaran bunga utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pemerintah, penataan administrasi kependudukan, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan Iptek.
 Dengan besaran pendapatan dan belanja negara tersebut, APBN tahun 2015 mengalami defisit anggaran sebesar Rp245.894,7 miliar atau 2,21 persen terhadap PDB, yang berarti turun dari defisit APBNP tahun 2014 sebesar 2,40 persen. Defisit APBN tahun 2015 tersebut direncanakan akan dibiayai dengan pembiayaan bersumber dari dalam negeri sebesar Rp269.709,7 miliar dan pembiayaan bersumber dari luar negeri sebesar negatif Rp23.815,0 miliar.
 Ringkasan asumsi dasar ekonomi makro dan postur APBN tahun 2015 disajikan pada Tabel I.1 berikut.
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 6. Dampak Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Terhadap Postur APBN Tahun 2015Postur APBN tahun 2015 disusun dengan mempertimbangkan besaran asumsi dasar ekonomi makro sebagai basis perhitungan. Apabila variabel asumsi dasar ekonomi makro mengalami perubahan dari yang semula ditetapkan, maka besaran pendapatan negara, belanja negara, defisit, dan pembiayaan anggaran dalam postur APBN juga akan berubah. Dampak dari perubahan asumsi dasar ekonomi makro 2015 terhadap postur APBN dapat ditransmisikan dalam bentuk analisis sensitivitas.
 Peningkatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta kenaikan lifting minyak dan gas bumi akan berdampak positif terhadap postur APBN tahun 2015. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan
 2015
 APBN
 A. PENDAPATAN NEGARA 1.635.378,5 1.793.588,9
 I. PENDAPATAN DALAM NEGERI 1.633.053,4 1.790.332,6
 1. Penerimaan Perpajakan 1.246.107,0 1.379.991,62. Penerimaan Negara Bukan Pajak 386.946,4 410.341,0
 II. PENERIMAAN HIBAH 2.325,1 3.256,3
 B. BELANJA NEGARA 1.876.872,8 2.039.483,6
 I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT 1.280.368,6 1.392.442,3
 1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga 602.292,0 647.309,9
 2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga 678.076,6 745.132,4
 II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 596.504,2 647.041,3A. Transfer ke Daerah 596.504,2 637.975,1B. Dana Desa 0,0 9.066,2
 C. KESEIMBANGAN PRIMER (106.041,1) (93.926,4)
 D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B) (241.494,3) (245.894,7)
 % Defisit terhadap PDB (2,40) (2,21)
 E. PEMBIAYAAN (I + II) 241.494,3 245.894,7
 I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 254.932,0 269.709,71. Perbankan Dalam Negeri 5.398,5 4.467,52. Non-Perbankan Dalam Negeri 249.533,5 265.242,2
 II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto) (13.437,7) (23.815,0)1. Penarikan Pinjaman LN (bruto) 54.129,6 47.037,12. Penerusan Pinjaman (SLA) (3.407,4) (4.319,4)3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN (64.159,9) (66.532,8)
 - Pertumbuhan ekonomi (%) 5,5 5,8- Inflasi (%) y-o-y 5,3 4,4- Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 6,0 6,0- Nilai tukar (Rp/US$1) 11.600 11.900- Harga minyak (US$/barel) 105 105- Lifting Minyak (ribu barel/hari) 818 900- Lifting Gas (MBOEPD) 1.224 1.248
 Sumber: Kementerian Keuangan
 TABEL I.1ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN POSTUR APBN, 2015
 ( miliar rupiah)
 URAIAN2014
 APBNP
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 berdampak langsung pada kenaikan penerimaan perpajakan dan berdampak tidak langsung terhadap kenaikan anggaran transfer ke daerah terutama dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan Dana Otonomi Khusus. Kenaikan anggaran transfer ke daerah tersebut menyebabkan peningkatan belanja negara yang dampak selanjutnya berupa penyesuaian tambahan anggaran pendidikan. Dampak peningkatan pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan penerimaan perpajakan masih jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kenaikan belanja negara, sehingga secara total peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak positif terhadap postur APBN, yaitu berupa penambahan surplus anggaran. Analog dengan hal tersebut, tingkat inflasi memengaruhi besaran APBN melalui perubahan PDB nominal. Selanjutnya, perubahan lifting minyak dan gas akan memengaruhi besaran APBN pada anggaran yang bersumber dari penjualan minyak mentah Indonesia, yaitu penerimaan PPh migas, PNBP SDA migas, dan DBH migas.
 Sebaliknya, kenaikan tingkat suku bunga SPN 3 bulan, depresiasi nilai tukar rupiah, dan peningkatan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) akan berdampak negatif terhadap postur APBN. Perubahan tingkat suku bunga SPN 3 bulan hanya akan berdampak pada sisi belanja negara, terutama pembayaran bunga utang. Di sisi lain, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki dampak pada semua sisi APBN, baik pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran terutama pada anggaran yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat sebagai komponen perhitungan. Selanjutnya, perubahan ICP memengaruhi besaran APBN terutama pada anggaran yang menggunakan harga minyak mentah sebagai komponen perhitungan. Kenaikan ICP berdampak positif terhadap penerimaan migas, namun di sisi lainnya kenaikan subsidi energi dan DBH migas jauh lebih besar, sehingga secara total kenaikan ICP akan berdampak pada peningkatan defisit APBN.
 Angka sensitivitas APBN tahun 2015 terutama digunakan untuk melakukan perhitungan cepat postur APBN. Perhitungan cepat tersebut diharapkan mampu menangkap perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi dan memberikan gambaran atas arah besaran perubahan defisit APBN tahun 2015. Meskipun demikian, postur APBN yang sesungguhnya belum bisa berpatokan pada hasil perhitungan angka sensitivitas tersebut karena besaran dalam postur APBN selain dipengaruhi oleh asumsi dasar ekonomi makro, juga menampung berbagai kebijakan.
 Dampak perubahan asumsi dasar ekonomi makro terhadap postur APBN tahun 2015 dirangkum dalam Tabel I.2.
 A. Pendapatan Negara dan Hibah 0,9 - 1,4 7,6 - 9,5 - - - 3,8 - 5,0 3,5 - 3,8 2,2 - 3,4
 I. Penerimaan Perpajakan 0,9 - 1,4 7,6 - 9,5 - - - 2,2 - 2,5 0,8 - 0,8 0,2 - 0,4 II. Penerimaan Negara Bukan Pajak - - - - - - - - - 1,6 - 2,5 2,7 - 3,0 2,0 - 2,9
 B. Belanja Negara 0,1 - 0,4 2,4 - 3,5 1,2 - 1,4 7,3 - 8,9 7,0 - 8,2 0,5 - 0,8
 I. Belanja Pemerintah Pusat 0,0 - 0,1 0,6 - 1,0 1,2 - 1,4 6,5 - 7,7 6,3 - 7,2 0,1 - 0,2
 II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 0,1 - 0,3 1,8 - 2,6 - - - 0,8 - 1,1 0,8 - 0,9 0,4 - 0,6
 C. Keseimbangan Primer 0,8 - 0,9 5,3 - 6,0 (0,2) - (0,5) (3,8) - (3,2) (4,4) - (3,5) 1,7 - 2,5
 D. Surplus/(Defisit) Anggaran 0,8 - 0,9 5,3 - 6,0 (1,4) - (1,2) (3,9) - (3,4) (4,4) - (3,5) 1,7 - 2,5
 E. Pembiayaan - - - - - - - - - (0,5) - (0,2) - - - - - -
 0,8 - 0,9 5,3 - 6,0 (1,4) - (1,2) (4,5) - (3,7) (4,4) - (3,5) 1,7 - 2,5
 Sumber: Kementerian Keuangan
 Tabel I.2
 Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
 SENSITIVITAS APBN 2015 TERHADAP PERUBAHAN ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO (triliun rupiah)
 Uraian
 2015
 Pertumbuhan Ekonomi↑
 0,1%
 Inflasi ↑1%
 SPN ↑1%
 Nilai Tukar Rupiah ↑
 +Rp100/USD
 ICP ↑+USD1/barel
 Lifting ↑+10.000/barel
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